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BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 68 TAHUN  2022 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 40 TAHUN 2018 

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa kawasan alun-alun dalam Kota Klaten sebagai 

wajah kota Klaten merupakan salah satu ruang terbuka 

publik kawasan perkotaan di Kabupaten Klaten;  

b. bahwa dengan adanya revitalisasi dan penataan alun-

alun dalam Kota Klaten, perlu adanya pengaturan 

terhadap pemanfaatan sarana prasarana publik yang 

aman, tertib, bersih, indah dan rapi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan 

terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6760); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6642); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang 

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 291); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 98); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

218); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 170); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220); 

19. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 

2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

20. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 61); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 40 TAHUN 2018 

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 

2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 diubah dan ditambahkan 1 

(satu) angka yakni angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

meliputi: 

a. area tertentu pada jalan dalam kota Klaten yang meliputi: 

1. depan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati; 

2. depan Perkantoran Pemerintah Daerah; 

3. kawasan alun-alun meliputi zona rumput hijau, paving 

keliling, taman kota Klaten dan jalan lingkar alun-alun; 

4. kompleks Masjid Agung Al-Aqsha dan sekitarnya; 
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5. kompleks Masjid Raya; 

6. kompleks Gereja Maria Asumpta Klaten dan sekitarnya; 

7. kompleks dan depan Monumen Juang; 

8. depan Kodim dan Koramil; 

9. depan kantor Kejaksaan; 

10. depan Kantor Pengadilan Negeri; 

11. depan kantor Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;  

12. depan Rumah Sakit dan depan Bank; dan 

13. bahu jalan lingkar Rowo Jombor;  

b. di atas saluran/sungai/jembatan; dan 

c. taman kota, hutan kota, dan halaman Stadion Trikoyo. 

 

Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten.  

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 26 Desember 2022 

BUPATI KLATEN, 

Cap 

  ttd 

SRI MULYANI 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 26 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  

Cap 

 ttd 

JAJANG PRIHONO  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 68 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001 

 


